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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bidan sebagai salah satu tenaga utama dalam percepatan penurunan AKI & AKB baru 

lahir, dituntut untuk mengantisipasi perubahan tersebut, sehingga pelayanan yang 

diberikan lebih bermutu, optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seiring 

perkembangan dunia medis yang sedemikian pesatnya, maka pelayanan kebidanan 

dituntut untuk bisa mengikuti dan pengimbangi perkembangan pelayanan medis dan 

kesehatan lainnya. (Estiwidani, Meilani, Widyasih, Widyastuti 2008:32). 

 

Dalam memberikan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan standar, bidan 

menggunakan tolak ukur Standar Pelayanan Kebidanan yang telah ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan. Pengertian bidan menurut ICM (International Confederation 

of Midwives) Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan 

yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi 

kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk 

melakukan praktik kebidanan.  

 

Dalam memperoleh pemeliharaan kesehatan ibu dan anak akan melibatkan tenaga 

kesehatana khususnya bidan, karena pelayanan kebidanan erat hubungannya dengan 

kesehatan wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa kehamilan, persalinan fase 

interval (fase diantara dua kehamilan) dan menopause serta memantau tumbuh 

kembang balita serta anak pra sekolah. (Veronica Komalawati 2009:40). 

 

Hubungan anatara bidan dan kliennya tidak selamanya berjalan dengan lancar dan 

mulus. Adakalanya hubungan diantara mereka mengalami suatu krisis berupa 

ketidakpuasan klien pada pelayanan kesehatan yang dberikan. Persoalannya, 

masyarakat yang tidak memahami seluk beluk kedokteran cenderung lebih melihat 

perawatan dari hasilnya. Padahala hasil perawatan tidak dapat diprediksi secara pasti, 

seorang bidan dalam praktiknya hanya memberikan jaminan proses yang sebaik 

mungkin, serta tidak sama sekali menjanjikan hasil. dalam melaksanakan tugas 

kebidanan yang penuh dengan risiko ini seorang bidan tidak dpat menghindarkan diri 

dari kekuasaan Allah, karena kemungkinan klien menjadi cacat atau meninggal dunia 



setalah ditangani,walaupun bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan 

Standar Pelayanan Kebidanan. (Soewono 2005:125). 

 

Jika terjadi kesalahan tenaga kesehatan dalam melakukan perawatan, di mana tindakan 

itu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, tindakan tersebut mengandung 

aspek pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi. Aspek hukum adminis-

tratisnya di sini dinilai dari sudut kewenangannya, yaitu: apakah tenaga kesehatan yang 

bersangkutan berwenang atau tidak melakukan perawatan? Berdasarkan pada hal di 

atas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan sesuatu pekerjaan 

sebagai tenaga kesehatan diperlukan sebagai persyaratannya, salah satu persyaratannya 

yang paling penting adalah adanya izin dari Menteri Kesehatan RI. 

 

B. Pokok-Pokok  

Saat ini tingkat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, 

ditandai dengan masih tingginya AKI dan AKB. Target dari MDGs untuk jumlah AKI 

tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup dan target MDGs untuk 

AKB tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran. Angka Kematian Ibu sampai saat ini 

masih menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besarnya derajat 

kesehatan pada perempuan. Angka kematian itu juga telah masuk menjadi target MDGs 

nomor 5. Yaitu, meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu 

hingga 3/4 sampai tahun 2015. Selain itu, target dari MDGs 5 ini mewujudkan akses 

kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015.  

 

Dari hasil survei yang dilakukan SDKI, presentase angka kematian ibu telah 

menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hanya saja, dari beberapa provinsi yang 

ada di Indonesia, Jawa Barat masih menjadi salah satu daerah dengan angka kematian 

ibu dan bayi yang paling tinggi. Untuk Tahun 2012, di Jawa Barat angka kematian ibu 

sebesar 804 kematian bayi sebanyak 4.803, Jawa Tengah kematian ibu 668 dan 

kematian bayi 4.282, Jawa Timur kematian ibu 500 dan kematian bayi 4.128 Tahun 

2013, angka kematian ibu di Jawa Barat 761 kematian bayi 4.107, Jawa Tengah 

kematian ibu 605 kematian bayi 4.112, Jawa Timur kematian ibu 627 dan kematian 

bayi 4.130. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 

terdapat tiga daerah di Jawa Barat penyumbang AKI dan AKB terbanyak pada tahun 

2012 adalah Sukabumi jumlah AKI 76 dan AKB 524 kasus. Kedua, Bogor jumlah AKI 



63 AKB 167 kasus. dan ketiga, Karawang jumlah AKI 47 AKB 158 kasus. Sedangkan 

untuk tahun 2013 Karawang menempati posisi ke dua dari penyumbang AKI dan AKB 

terbanyak yaitu AKI 64 kasus AKB 202 Kasus. Untuk daerah pertama Sukabumi 

sebanyak AKI 78 AKB 228 kasus, dan ketiga Bogor jumlah AKI 60 AKB 172 kasus.  

 

Khususnya untuk Kabupaten Karawang jumlah AKI pada tahun 2013 sebanyak 64 

kasus, dan untuk kasus AKB pada tahun 2013 sebanyak 187 kasus. Kondisi di 

kabupaten Karawang menunjukan bahwa jumlah kematian ibu dan bayi masih tinggi 

dan merupakan penyumbang kedua kematian ibu dan bayi di Provinsi Jawa Barat. 

Sehingga perlu dilakukan sebuah terobosan yang inovatif dan kreatif dan mempunyai 

manfaat untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. 

 

Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB perlu meningkatkan penyediaan akses 

terhadap pelayanan kesehatan berbasis masyarakat berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013- 2018 dan 

Rencana Aksi Daerah Millenium Develloment Goals (RAD MDGs). Untuk kelancaran 

dan efektivitas kegiatan penyediaan akses masyarakat perlu dibentuk Tim Koordinasi 

Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 441.8/Kep.1076- Dinkes/2014 tentang “Tim Koordinasi 

Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir”. Hal ini mengingat UU Nomor 11 

tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat, UU Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 

11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteran Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 

2013- 2018. 

 

Kementrian Kesehatan telah mengembangkan serangkaian model terobosan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas layanan komplikasi 



kegawatdaruratan ibu dan bayi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

rujukan. Oleh sebab itu, Kementrian Kesehatan memberikan terobosan terbaru dalam 

penangananan kasus kematian ibu dan bayi yaitu dengan meluncurkan program EMAS 

(expanding, maternal, and newborn survival) dengan model sistem informasi yang 

dikembangkan meliputi: sistem informasi penguat dan pembelajaran informa (SIPPP), 

sistem informasi gerbang aspirasi pelayanan kesehatan publik (SIGAPKU), dan sistem 

informasi jejaring rujukan kegawatdaruratan ibu dan neonatal (SIJARIEMAS). 

Sijariemas Kabupaten Karawang adalah sistem informasi komunikasi jejaring rujukan 

gawat darurat ibu dan bayi baru lahir, yang telah diintegrasikan dengan karawang sehat. 

 

C. Tujuan  

Penulisan analisis ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait kewajiban bidan 

dalam menanggulangi kematian ibu dan kematian bayi di hubungkan dengan undang-

undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juncto keputusan gubernur 

jawa barat nomor 441.8/kep.1076-dinkes/2014 tentang tim koordinasi program 

penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGANALISISAN 

1. Kewajiban Bidan Dalam Menanggulangi AKI dan AKB Juncto UU Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Bidan adalah seorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan 

kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan 

telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan telah memperoleh kualifikasi serta 

terdaftar disahkan dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan. Kebidanan 

adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan 

pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu 

perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu manajemen kebidanan, 

untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu di dalam masa pra konsepsi, hamil, 

bersalin, postpartum, dan bayi baru lahir. Bidan sebagai anggota profesi. Sebagai 

anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus. Sebagai pelayan profesional 

yang notabene merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai 

tugas yang sangat unik, yaitu:  

a. Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.  

b. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat 

melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu.  

c. Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.  

d. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap 

memegang teguh kode etik profesi. 

Hal tersebut akan terus diupayakan oleh para bidan sehubungan dengan anggota profesi 

yang harus memberikan pelayanan profesional. Tentunya harus diimbangi dengan 

kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan, pelatihan, dan selalu berpartisipasi aktif 

dalam pelayanan kesehatan. Fungsi dan peran bidan di Desa bila dibandingkan dengan 

tenaga kesehatan lain di daerah perkotaan bisa dikatakan lima kali lebih berat. Selain 

menghadapi kendala yang besar dalam hal fasilitas, tranportasi, ketersediaan obat dan 

sarana penunjang lain. Para bidan tetap dengan ikhlas berjuang dan bertugas 

menjalankan profesinya. Disisi lain mereka harus pula memenuhi kebutuhan bagi 

dirinya. Sedangkan tuntutan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak mutlak dan 

harus dipenuhi. Filosofi dasarnya adalah, apabila seorang ibu baik dan sehat, sehat pula 

sang anak. Anak merupakan aset bangsa yang harus dipelihara dan dididik. Peranan 



bidan yang tampak nyata adalah sebagai role model masyarakat, sebagai anggota 

masyarakat, konselor, motivator, dan inovator di daerah terpencil. Tentunya 

kompetensi seperti ini yang akan dikembangkan lebih lanjut melalui pendidikan dan 

pelatihan bagi para bidan. Peranan yang harus dilihat sebagai “main idea” untuk 

membentuk sebuah peradaban dan tatanan pelayanan kesehatan. Tuntutan profesional 

diseimbangkan dengan kesejahteraan bidan di wilayah kerjanya. Bidan memiliki peran 

historis yang cukup kuat dalam masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia karena 

sebagian besar kelahiran di tanah air dibantu oleh tangantangan trampil dan terdidik 

dari seorang bidan. Posisi geografis serta sebaran penduduk membuat bidan dituntut 

untuk semakin berperan tidak hanya dalam pertolongan persalinan namun juga edukasi 

gizi dan kesehatan terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu dalam persiapan, selama 

masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.  

Peran bidan sangat dibutuhkan dalam menangani masalah tingginya angka kematian 

ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), akan tetapi peraturan yang menetapkan 

tentang peran bidan sebagai penolong utama dalam penurunan AKI dan AKB belum di 

tetapkan secara spesifik di dalam UU Kesehatan baik UU Kesehatan Nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan ataupun UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. Di dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya membahas 

tentang Kesehatan ibu, bayi, anak dan balita yaitu pada pasal 126 dan pasal 131.  

• Pasal 126: upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu 

sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta 

mengurangi angka kematian ibu.  

• Pasal 131: upaya pemeliharan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas 

serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.  

Sedangkan untuk UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tidak 

ada sama sekali yang membahas dan menetapkan peraturan tentang peran bidan dan 

ataupun Kesehatan ibu, bayi dan anak. UU tersebut lebih menitik beratkan terhadap 

kualifikasi tenaga kesehatan.  

Registrasi Pasal 44:  

1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.  



2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing 

Tenaga Kesehatan  

3) Setelah memenuhi persyaratan.  

4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;  

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;  

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;  

d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan  

e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. 

5) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi 

persyaratan.  

6) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:  

a. memiliki STR lama;  

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;  

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;  

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;  

e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan  

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, 

dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.  

Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil masingmasing 

Tenaga Kesehatan.  

Peran adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh seseorang, begitupun dengan bidan. 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan 

strategis terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi. Bidan 

memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus 

pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandasan kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap 

melayaani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. 

Untuk menjamin kualitas tersebut maka diperlukan suatu kualitas pelayanan kesehatan 

yang lebih efektif dan efesien yaitu dengan diadakannya program SijariEMAS yang 



berfokus terhadap penanganan kegawatdarurata ibu dan bayi baru lahir sehingga dapat 

membantu menurunkan kematian ibu dan kematian bayi khususnya di Kabupaten 

Karawang hal tersebut dilakukan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang 

diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan 

masyarakat. Baik dari aspek input, proses dan output. Dengan bertujuan menjamin 

memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Hal ini sebagaimana yang 

tercantum dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) setiap orang 

berhak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan. ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pembangunan kesehatan harus 

memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan 

dilaksanakan melalui upaya kesehatan, dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan, 

asas keseimbangan, asas kemanfaatan, asas perlindungan, asas keadilan, asas 

penghormatan hak dan kewajiban, asas gender dan nondiskriminasi dan asas norma 

agama. 

2. Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 441.8/Kep.1076-Dinkes/2014 tentang 

Tim Koordinasi Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten 

Karawang. 

Selain mengirimkan serangkaian SMS yang berisi kasus-kasus yang sering terjadi dan 

dihadapi oleh para bidan terkait komplikasi maternal dan neonatal, system informasi 

ini juga akan mengirimkan serangkaian kuis yang didesain untuk dapat mengukur 

tingkat pemahaman bidan terhadap tata laksana komplikasi tersebut. Setiap jawaban 

secara otomatis akan dibalas yang berisi informasi maupun petunjuk tambahan terkait 

dengan tata lakasana tersebut. Sistem informasi ini juga dilengkapi dengan serangkaian 

fungsi pengelolaan data dan informasi yang dapat menjadi sebuah alat pendukung 

pengambil keputusan bagi para pemangku kebijakan untuk dapat memberikan 

intervensi lanjutan seperti pelatihan lanjutan ataupun penyedia fasilitas. Sistem 

Informasi Jejaring Rujukan Ibu dan Neonatus (SIJARIEMAS) merupakan terobosan 

terbaru dan merupakan yang pertama yang khusus dikembangkan guna meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas system rujukan maternal dan neonatal. Sistem informasi ini 

didesain untuk mempercepat proses pertukaran data dan informasi maupun komunikasi 

dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas hingga 

rumas sakit. Dengan sistem informasi ini bidan perujuk diwajibkan untuk mengirimkan 



SMS rujukan ataupun melakukan panggilan telephone ke nomor akses sistem yang 

secara otomatis akan mengelola dan meneruskan informasi tersebut ke fasilitas 

penerima rujukan (PONED atau RS) guna memastikan bahwa fasilitas penerima 

rujukan telah siap siaga dalam menerima dan menangani pasien yang dirujuk tersebut. 

Dengan demikian pasien rujukan mendapat kepastian PONED/RS yang dapat menjadi 

tujuan rujukan dan kepastian adanya sarana dan prasarana serta tenaga medis yang 

mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan secara berkualitas. 

 

Sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan dari program ini. Manfaat SijariEMAS 

bagi RS diantaranya adalah:  

a. Memberi informasi sejak dini kondisi pasien yang akan dirujuk.  

b. Memberi waktu bagi RS untuk menyiapkan sarana prasarana, tenaga, 

perlengkapan, peralatan, obat dst  

c. Meningkatkan komunikasi yang jelas, tercatat, sistematis dengan puskesmas/bidan 

secara murah, mudah dan handal.  

d. Sebagian media untuk berjejaring berkolaborasi antar RS atau RS-Puskesmas.  

e. Merekam proses pemberian pelayanan.  

f. Menyediakan data untuk evaluasi rujukan (jumlah) yang dirujuk.  

g. Meningkatkan citra RS  

Dengan adanya Program SijariEMAS jumlah kasus AKI dan AKB berhasil diturunkan, 

dari bulan September 2013-2014, jumlah AKI yang berhasil diturunkan 33% yaitu 

sebanyak 64 kasus 2013 menjadi 37 kasus 2014. Untuk jumlah kasus AKB diturunkan 

sebanyak 55% dari 187 kasus 2013, menjadi 135 kasus 2014. 

Program SijariEMAS selain memiliki keunggulan dalam keberhasilannya menurunkan 

kematian ibu dan kematian bayi, program tersebut juga memiliki kekurangan. Hasil dari 

wawancara yang dilakukan dengan tenaga kesehatan yang bekerja pada bagian sektor 

penanganan program SijariEMAS didapatkan kekurangan dari program tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a. Terbatasnya RS yang memiliki program SijariEMAS karena keterbatasan biaya 

untuk mempersiapakn perlatan yang dibutuhkan untuk penyediaan program 

SijariEMAS, karena bagi RS yang ingin memiliki fasilitas Program SijariEMAS 

harus mengeluarkan anggaran pribadi dari RS, sedangkan Dinas Kesehatan hanya 

memfasilitasi server nya saja.  



b. Keterbatasan dalam SDM, di Dinas sendiri SDM yang dimiliki yaitu sebanyak 8 

bidan yang terbagi menjadi 3 shif kerja, yaitu shif pagi dari jam 07.00- 14.00, shif 2 

dari jam 14.00-21.00 dan shif 3 dari jam 21.00-07.00. Untuk tekhnik IT hanya 

memiliki 2, dan itu pun tidak bertugas selama 24 jam, tekhnik IT hanya di panggil 

ketika server mengalami gangguan saja, sedangkan tidak ada yang akan mengetahui 

kapan server internet, atau program tersebut error dan atau dalam gangguan.  

c. Keterbatasan ruang rawat untuk bayi dan balita yaitu NICU, ruang rawat NICU 

hanya dimiliki oleh RS Citra Sari Husada, RSUD dan RSU Karya Husada. Hal 

tersebut dapat berakibat fatal, karena apabila suatu ketika ruang NICU di 3 RS 

tersebut penuh maka akan terdapat kesulitan dalam merujuk pasien bayi. Dan hal 

tersebut dapat menyebabkan 3T yaitu: terlambat, mendapatkan penanganan, 

terlambat mengambil keputusan dan terlambat dalam transfortasi.  

d. Ganguan pada jaringan internet, petugas Call Center mengeluhkan jaringan yang 

terkadang error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KESIMPULAN 

Dengan adanya program SijariEMAS masyarakat sangat terbantu mendapat informasi,atau 

mendapatkan penanganan. Program SijariEMAS merupakan salah satu terobosan baru yang 

diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan Karawang. SijariEMAS adalah program yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas layanan 

komplikasi kegawatdaruratan ibu dan bayi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

rujukan. Dengan demikian AKI dan AKB dapat ditekan melalui program ini karena 

mendapatkan penanganan yang segera.  
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